BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di
Indonesia yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
membawa implikasi tersendiri dalam proses pembangunan di daerah, yaitu dengan
adanya perubahan pola penerimaan dan pengeluaran daerah pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desentralisasi merupakan alat kebijakan
pemerintah yang dianggap efektif dalam menangani masalah yang berkaitan
dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara demokrasi.
Tujuan utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah menciptakan kemandirian
daerah yang ditandai dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang mumpuni

(Haryanto, 2014).

Sejak desentralisasi diimplementasikan, pemerintah daerah memiliki
kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber-sumber keuangannya,
seperti dapat dilihat dari implementasi Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil,
pajak dan Sumber Daya Alam, juga pajak dan retribusi daerah yang dapat diatur
sendiri. Optimisme desentralisasi semakin surut setelah berjalan lebih dari
sepuluh tahun (Adhamaski, 2015). Semakin panjang umur desentralisasi daerah,
semakin menumpuk persoalan klasik yang tak pernah kunjung terselesaikan

dan berulang kembali selama bertahun-tahun yaitu seperti persoalan ketimpangan



keuangan antar daerah (Adhamaski, 2015). Oleh karena heterogenitas daerah di
Indonesia sangat besar, maka banyak daerah yang justru tidak memiliki
kemampuan fiskal yang memadai. Akibatnya, pemerintah kemudian
mengalokasikan dana transfer ke daerah demi mangatasi kesenjangan fiskal baik

antar daerah maupun antar pusat dan daerah (Haryanto, 2014).

Implikasi dari kebijakan otonomi daerah adalah daerah memiliki
kewenangan dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan
kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Otonomi daerah merupakan
tantangan bagi pemerintah, karena setiap daerahnya harus membuktikan
kemandiriannya. Indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sumber dana
yang dimilikinya. Sumber-sumber dana pemerintah tersebut dapat berasal dari
sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan yaitu dana transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil

(DBH) yang terdiri dari Pajak dan Sumber Daya Alam.

Maksud dari diberikannya dana perimbangan kepada daerah otonom
adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah yang sudah maju dan daerah
yang terpencil. Namun, tidak sedikit ditemukan penyimpangan dalam keuangan
pemerintah daerah yang mengidentifikasikan bahwa pemerintah daerah
memberikan respon berbeda terhadap transfer dan pendapatan sendiri. Keadaan
ini dapat disebut dengan flypaper effect dimana pemerintah daerah cenderung

memberikan respon besar kepada transfer atas pengeluaran atau belanja daerah



daripada mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya untuk pengeluaran daerah,
sehingga menciptakan lingkungan yang cenderung boros dalam optimalisasi

belanja daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Siagian (2009) membuktikan
bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan tidak
terjadi flypaper effect sedangkan Nahlia (2014) dalam penelitiannya membuktikan
Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap belanja daerah dan terjadi
flypaper effect. Tiara (2017) juga membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus
berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan Suryahadi (2017) menyimpulkan
Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap belanja daerah Penelitian lain
Wulansari (2015) dalam penelitiannya membuktikan bahwa Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah yang berbanding terbalik
dengan Santi (2015) yang menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah tidak
berpengaruh terhadap belanja daerah.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah (Juta Rupiah)

Wilayah 2018 2019 2020
Kota Pekalongan 179.224 212.777 229.867
Kota Salatiga 208.926 236.086 219.539
Kota Semarang 1.821.274 2.066.333 2.024.537

Sumber: DJPK

Dari Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa persebaran realisasi Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah terlihat cukup timpang antara
Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi dan pusat perekonomian di Jawa
Tengah. Pada tahun 2019 Kota Semarang memiliki Pendapatan Asli Daerah

sebesar 2.066.333 juta rupiah yang merupakan daerah dengan penerimaan



pendapatan tertinggi selama periode 2018-2020. Perekonomian di Kota Semarang
didukung oleh beberapa sektor penting seperti pariwisata dan perikanan serta
memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia yaitu pelabuhan Tanjung
Emas yang merupakan sumber utama penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan
pada tahun 2018 Kota Pekalongan memiliki Pendapatan Asli Daerah sebesar
179.224 juta rupiah yang merupakan daerah dengan penerimaan pendapatan
terendah selama periode 2018-2020.

Tabel 1. 2 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

(Juta Rupiah)

Wilayah 2018 2019 2020
Kabupaten Banyumas 477.533 474.659 497.906
Kota Salatiga 88.527 80.522 70.427
Kota Semarang 79.584 307.161 323.233

Sumber: DJPK
Dari Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 Kabupaten

Banyumas memiliki Dana Alokasi Khusus sebesar 497.906 juta rupiah yang
merupakan daerah dengan penerimaan Dana Alokasi Khusus tertinggi selama
periode 2018-2020. Sedangkan Kota Semarang memiliki penerimaan Dana
Alokasi Khusus sebesar 79.584 juta rupiah dan merupakan daerah dengan
penerimaan Dana Alokasi Khusus terendah selama periode 2018-2020. Terlihat
beberapa wilayah memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup stabil di
setiap tahunnya. Selain itu, kondisi geografis dan luas wilayah juga mempengaruhi
persebaran DAK. Wilayah yang memiliki luas yang lebih kecil seperti Kota
Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga terlihat memiliki rata- rata DAK
yang lebih kecil dibandingkan wilayah-wilayah lainnya karena dengan wilayah
yang relatif lebih kecil maka kebutuhan dana dalam melakukan pembangunan juga

akan lebih sedikit pula.



Tabel 1. 3 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah (Juta Rupiah)

Wilayah 2018 2019 2020
Kabupaten Banyumas 1.373.971 1.437.036 1.306.921
Kota Magelang 440.041 455.177 416.722

Sumber: DJPK

Dari Tabel 1.3 memperlihatkan Dana Alokasi Umum (DAU) juga selaras
dengan DAK, di mana pemerataan dana yang bersumber dari APBN ini juga akan
menimbang seberapa besar kebutuhan daerah dalam melakukan pembangunan
guna dicapainya pemerataan kemampuan keuangan daerah tersebut. Selama
periode ini, Kabupaten Banyumas di tahun 2019 merupakan daerah dengan
penerimaan DAU terbesar dengan nilai 1.437.036 juta rupiah. Sementara pada
tahun 2020 Kota Magelang merupakan daerah dengan penerimaan DAU terendah
dengan nilai sebesar 416.722 juta rupiah.

Tabel 1. 4 Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Juta

Rupiah)
2018 2019 2020
Kabupaten Kudus 235.660 209.525 216.676
Kota Salatiga 24.417 18.865 26.534

Sumber: DJPK

Dari Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki Dana
Bagi Hasil (DBH) yang di atas rata-rata daerah lainnya yaitu sebesar 235.660 juta
rupiah. Sumber utama DBH Kabupaten Kudus berasal dari industri rokok yang
berada di daerah tersebut. Kemajuan industri rokok dalam perekonomian
Kabupaten Kudus terlihat dengan total DBH pada tahun 2018 sebesar 235.660 juta
rupiah dan menjadi yang tertinggi selama periode penelitian ini. Sedangkan pada

tahun 2019 Kota Salatiga merupakan daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil



terendah yaitu sebesar 19.865 juta rupiah selama periode 2018-2020.

Tabel 1. 5 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Juta

Rupiah)
2018 2019 2020
Kota Pekalongan 883.184 954.379 944.840
Kota Salatiga 923.538 942.687 944.954
Kota Semarang 4.506.407 4.633.934 4.128.912

Sumber: DIJPK

Dari Tabel 1.5 memperlihatkan Belanja Daerah Kota Semarang lebih
tinggi diantara daerah-daerah lainnya. Pada tahun 2019, Kota Semarang
melakukan pembelajaan daerah sebesar 4.633.934 juta rupiah dan menjadi daerah
dengan total belanja daerah tertinggi. Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan
dan perekonomian secara langsung akan membutuhkan pembelanjaan lebih guna
menunjang berbagai aktivitas tersebut. Selain itu, belanja daerah yang tinggi di
Kota Semarang menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah ini
berjalan dengan cepat serta tingkat pendapatan daerah yang baik. Pada tahun 2018
Kota Pekalongan merupakan daerah dengan Belanja Daerah paling rendah yaitu
sebesar 883.194 juta rupiah.
B. Perumusan Masalah

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh flypapper effect pada Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil
terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2020.
C. Tujuan Penelitian

Menganalisis arah dan besarnya pengaruh Flypapper Effect pada
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tenngah tahun



2018-2020
D. Manfaat Penelitian

Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menjadi objek
penelitian dapat menjadi bahan evaluasi atau pembelajaran dalam menentukan
suatu kebijakan yang menyangkut tentang penggunaan anggaran penerimaan dari
pemerintah daerah tersebut untuk mengeluarkan respon belanja yang efektiv dan
efisien.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu
referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian yang berhubungan
dengan flypapper effect pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus,
Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah sehingga
hasilnya lebih sempurna lagi.

E. Metode Penelitian
E.1. Alat dan Model Penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang flypapper effect pada Pendapatan Asli
Daerah. Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil
terhadap Belanja Daerah Kabupatem/Kota di Jawa Tengah. Alat analisis yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan
model ekonometrik sebagai berikut :

BDi = po+ [iPAD:+ B2DAK+ 3DAU + fsDBHy + €t

di mana:

BD = Belanja Daerah (Juta Rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)
DAK = Dana Alokasi Khusus (Juta Rupiah)

DAU = Dana Alokasi Umum (Juta Rupiah)



DBH = Dana Bagi Hasil (Juta Rupiah)

Eit = Error Term (faktor kesalahan)

Bo = Intercept / konstanta

P1... Ba = Koefisien regresi variabel independent

i = Cross Section (35 kabupaten/kota di Jawa Tengah
t = Time Series (2018-2020)

E.2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu sebanyak 35
Kabupaten/kota di antaranya 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah
dalam kurun waktu 3 tahun vyaitu tahun 2018-2020. Penelitian ini akan
menganalisis flypapper effect pada PAD, DAK, DAU, dan DBH terhadap Belanja
Daerah di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder berupa laporan APBD dan realisasi APBD yang diperoleh dari situs
(website) resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan

(www.djpk.kemenkeu.go.id).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab
yang tersusun sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas
menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan ditutup
dengan sistematika pembahasan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Belanja Daerah. Hasil-hasil penelitian terdahulu terkait variabel topik. Pada akhir
bab, dirumuskan hipotesis penelitian.
BAB Il METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menguraikan alat dan model analisis beserta
langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri
dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang
berisi deskripsi perekembangan masing masing variabel yang ada dalam model
analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan
dan interpretasi kuantitatifnya.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis
kuantitatif dan analisis ekonomi, kemudian merumuskan saran sebagai masukan

untuk penelitian selanjutnya.



